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ABSTRAK 
 
Nama : Ahmad Subhan Suaib 
Nim : 10500112089 
Judul : Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum 
(Studi Kasus Putusan No.17/Pdt.G/2016/Pn Mks) 
 
Skripsi ini berjudul ” Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan 
Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No.17/Pdt.G/2016/Pn. Mks)” . Dimana 
dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) sub masalah yakni (1) Bagaimanakah 
pertimbangan Hukum pengadilan dalam putusan  No.17/PDT.G/2016/PN. Mks. (2) 
Bagaimanakah diktum (pernyataan putusan akhir) putusan pengadilan dalam putusan  
No.17/PDT.G/2016/PN. Mks. Untuk menyelesaikan sub masalah tersebut, maka 
digunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari observasi yaitu 
pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti, kemudian 
dokumentasi yang merupakan pengambilan data melalui dokumen-dokumen yang 
diperoleh penulis dari bahan pustaka yang bersumber dari putusan Putusan 
No.17/Pdt.G/2016/Pn Mks.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pertimbangan Hukum pengadilan 
dalam putusan 17/PDT.G/2016/PN. Mks dan untuk mengetahui diktum (pernyataan 
putusan akhir) putusan pengadilan dalam putusan No.17/PDT.G/2016/PN. Mks 
terhadap para pihak yang bersengketa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Pertimbangan hakim Pengadilan 
Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar bahwa perbuatan yang dilakukan 
oleh tergugat merupakan murni perbuatan melawan hukum dengan berdasarkan 
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan 
melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan 
melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang 
yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”. 
Pertimbangan para hakim dalam kasus tersebut dikatakan Perbuatan Melawan 
Hukum (PMH) karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat justru berbalik dan 
mengakui tanah tersebut adalah miliknya. (2). Dasar hukum tuntutan kerugian secara 
materil Para Penggugat Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi 
Makassar menggunakan tolak ukur bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan 
didepan persidangan hubungan sewa menyewa antara Para Penggugat dengan 
Tergugat. 
Implikasi dari penelitian ini adalah seharusnya Hakim harus jeli dan 
konsisten dalam memeriksa perkara berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti 
dalam persidangan terutama fakta hasil pemeriksaan setempat sehingga tidak keliru 
dalam memberikan pertimbangan mengenai batas-batas obyek sengketa sesuai 
dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang ada yaitu Pasal 163 Hir 
dan Pasal 1865 Kuh Perdata 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai 
supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Konsep 
Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusanuntuk 
mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjatuhan 
putusan oleh hakim tidak terlepas darisesuatu yang diyakini dan terbukti dalam 
sidang pengadilan. 
Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada 
umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk 
mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” 
(onrechtmatige daad), pasal 1365 KUH-Perdata menentukan sebagai berikut: 
Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang 
yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.  
Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) ialah rangkaian peraturan-peraturan 
hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang 
lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. 
Timbulnya 
1
hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum 
mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur 
bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. 
Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat 
disebut “hukum perdata material”. Sedangkan, hukum perdata yang mengatur 
                                                           
1C.S.T.Kansil, 1986, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka), h 214.  
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bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut 
“hukum perdata formal”. Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara 
perdata.
 2
 
Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia 
adalah penggerak kehidupan masyarakat karena manusia itu adalah pendukung 
hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali 
menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai 
pendukung hak dan kewajiban itu.
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Salah satu contoh  perbuatan melawan hukum adalah menghuni tanah 
dan bangunan secara tidak sah tanpa seijin pemilik yang menimbulkan 
sengketa.Tanah sebagai barang tidak bergerak merupakan kebutuhan mendasar 
dalam kehidupan masyarakat dimana tanah memiliki peran dan fungsi yang sangat 
penting dalamkehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan tanah sendiri dari 
hari kehari dirasa semakinsempit mengingat kebutuhan masyarakat dan 
pemerintah terhadap tanah semakin meningkatbaik tanah sebagai tempat tinggal 
maupun untuk tempat usaha bagi masyarakat. Bagi pemerintah, tanah juga 
diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan 
masyarakat. 
Tanah merupakan harta yang sangat bernilai dimana setiap tahunnya 
selalu memiliki nilai jual yang tidak pernah surut. Tanah memiliki peran yang 
sangat pentingdalam setiap kehidupan dan kegiatan usahamanusia. Eksistensi 
tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi 
ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah 
merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup 
                                                           
2Abdul kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti), h. 3-4.  
3Abdul kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, h. 3-4. 
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dan kehidupan, sedangkan capital asset tanah merupakan faktor modal dalam 
pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting 
sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. 
Menurut Rusmadi Murad sengketa tanah adalah :“Perselisihan yang 
terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak 
tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan 
melalui musyawarah atau melalui pengadilan”. 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting. 
Putusan Hakim diyakini mengandung keadilan dan mengandung kepastian 
hukum, di samping itu juga harusmengandung manfaat bagi para pihak yang 
bersangkutan. Pengambilan keputusan sangatdiperlukan oleh hakim atas sengketa 
yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapatmengolah dan memproses data-
data yang diperoleh selama proses persidangan, baik daribukti surat, saksi, 
persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalampersidangan. 
Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa 
tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. 
Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan 
di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 HIR atau 143 RBg Hakim berwenang untuk 
memberikan petunjukkepada pihak yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan 
dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan 
memudahkan Hakim memeriksa sengketa itu.Dalam pemeriksaan sengketa, 
Hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihaksiapapun. Di dalam 
persidangan, Hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihakdengan 
pembuktian masing-masing sehingga Hakim dapat menemukan kebenaran yang 
sesungguhnya. 
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Pertimbangan Hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah 
putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara para pihak 
yang bersangkutan.Putusan Hakim diyakini mengandung keadilan (ex aequo et 
bono) dan mengandung kepastianhukum, di samping itu juga harus mengandung 
manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. 
Hak atas Tanah di Indonesia diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam 
bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-
lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan 
ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. 
Mengenai proses penegakan keadilan dalam masalah tersebut sangat 
jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam QS al-Nisa /4: 135 sebagai berikut: 
                                     
                                         
                   
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau 
terhadap ibu dan bapak dan kerabatmu. Jika ( dia yang terdakwa) kaya tau 
miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya ( kebaikannya) maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Jika kamu memutarbalikan ( kata-kata) atau enggan menjadi 
saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala yang kamu 
kerjakan. 
Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji 
bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini 
dalam bentuk skripsi dengan judul ”Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat 
Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No.17/Pdt.G/2016/Pn 
Mks)”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan, 
dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta mempermudah 
penulis dalam menyelesaikan penulisan. ”Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah 
Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan 
No.17/Pdt.G/2016/Pn Mks)”. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pertimbangan hukum pengadilan dalam putusan  
No.17/PDT.G/2016/PN Mks? 
2. Bagaimanakah diktum  (pernyataan putusan terakhir) putusan pengadilan 
dalam putusan  No.17/PDT.G/2016/PN Mks? 
D. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui  pertimbangan Hukum pengadilan dalam putusan 
17/PDT.G/2016/PN Mks. 
2. Untuk mengetahui diktum putusan pengadilan dalam putusan 
No.17/PDT.G/2016/PN Mks terhadap para pihak yang bersengketa. 
E. Manfaat Penulisan 
1. Manfaat Penulisan 
Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
Manfaat Teoritis :  
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, 
khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan perkara sengketa tanah. 
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b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya 
tentang perbuatan melawan hukum dan sengketa tanah. 
Manfaat Praktis : 
a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat 
mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam 
menyusun suatu penulisan hukum. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi 
masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai 
sengketa kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum di pengadilan. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan 
Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan sengketa perdata dapat terjadi 
apabila muncul suatu permasalahan yang menjadi dasar persengketaan tersebut. 
Pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri berawal dari adanya sebuah gugatan yang 
diajukan oleh salah satu pihak yang terkait dalam sengketa perdata. Suatu sengketa 
agar dapat diperiksa dan diputus melalui persidangan di muka Pengadilan terlebih 
dulu harus mengajukan gugatan. Gugatan disebut sebagai tuntutan hak sebagai 
tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh 
Pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri. 
Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut 
kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian 
bagi pihak lain.
1 
Gugatan merupakan bentuk tuntutan hak dari salah satu pihak yang 
bertujuan untuk memulihkan hak seseorang tersebut yang telah dirugikan oleh pihak 
lain. Gugatan atau tuntutan hak akan dikabulkan apabila telah menjalani suatu proses 
persidangan, oleh karenaitu suatu gugatan yang diajukan harus berdasar atas hukum 
yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang menuntut haknya 
tersebut.
 
Proses pemeriksaan sengketa perdata sejak diajukannya gugatan sampai 
dengan pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri tidak lepas dari peran hakim. 
Menurut sistem HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement 
                                                           
1 Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya 
Atma Pustaka), h. 2 
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voor de Buitengewesten) hakim adalah aktif, tidak hanya aktif mencari kebenaran 
yang sesungguhnya atas sengketa yang ditanganinya, tetapi juga harus aktif menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukumyang hidup dalam masyarakat. Hakim 
memeriksa dan memutus sengketa perdata secara adilguna kembalinya hak pihak 
yang telah dirugikan oleh pihak lain.
 
Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara 
dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek 
tertentu. Hal ini terjadi di karenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau 
persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. 
Berdasarkan Keputusan BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, sengketa pertanahan adalah 
perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan 
atau badan hukum (privat atau public) mengenai status penguasaan dan atau status 
penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Definisi mengenai sengketa 
pertanahan mendapat sedikit penekanan dalam peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 
Tahun 2011 tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 
Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, 
badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara social-politis. 
Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa 
pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, 
penguasaan dan sengketa hak ulayat. Sedangkan obyek sengketa tanah meliputi tanah 
milik perorangan atau badan hukum, tanah aset negara atau pemda, tanah negara, 
tanah adat, dan ulayat, tanah eks hak barat, tanah hak nasional, tanah perkebunan, 
serta jenis kepemilikan lainnya 
9 
 
Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu 
pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak 
atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan 
harapan dapat memperoleh penyelesaian secara 30 administrasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang berlaku. 
1. Pengertian Tanah 
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang 
mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. 
Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.
2
 
Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang pokok agraria  „‟Atas dasar hak 
menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud pasl 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada 
dan dipunyai oleh orang-orag lain serta badan-badan hukum„‟  
Pengertian tanah dengan permukaan bumi seperti itu juga diatur dalam  
penjelasan  pasal  UUPA  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1Angka 1 bahwa 
yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi
3 Pengertian tanah dalam 
Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa 
Izin yang Berhak atas Kuasanya dirumuskan
4
 
a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara 
b. Tanah  yang  tidak  dikuasai  oleh  negara  yang  dipunyai  dengan sesuatu 
hak oleh perorangan atau badan hukum. 
                                                           
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional, 
Jakarta,Djambatan,200) h. 330 
3 H.Hambali Thalib.Sanksi Pemidanaan dalam konflik pertanahan, (Bandung: kencana, 
2009), h. 26. 
4 H.Hambali Thalib.Sanksi Pemidanaan dalam konflik pertanahan, h. 27 
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Dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA, dengan jelas tertulis macam- macam hak 
atas tanah yang dapat dimiliki baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang lain. Hak atas tersebut adalah : 
1) Hak milik 
Pengertian hak milik berdasarkan ketentuan UUPA khususnya dalam Pasal 
20 tertulis bahwa: “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” Hak 
milik itu sendiri berdasarkan Ayat (2) dari pasal ini menyatakan bahwa hak milik 
dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hal ini berbeda dengan hak milik 
menurut Islam yang tidak mengakui hak milik atas sesuatu benda secara mutlak, 
karena  hak mutlak  pemilikan  atas sesuatu benda hanya pada Allah. 
2) Hak guna usaha 
Hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengatakan 
bahwa: “Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh  negara dalam  jangka  waktu  sebagaimana  diatur dalam Pasal 29 
guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.”Jadi hak guna usaha dalam 
hal ini hanya semata-mata diperuntukkan bagi suatu kegiatan produksi tertentu serta 
mempunyai batas waktu tertentu dalam pengelolaannya. 
3) Hak guna bangunan 
Dalam Pasal 35 UUPA mengatur tentang hak guna bangunan yang 
dinyatakan bahwa: “Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
memperoleh bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan 
jangka waktu paling lama 30 tahun”.Hak   guna   bangunan   berdasarkan   
pengertian   di   atas   dapat diketahui bahwa hanya diperuntukkan dalam hal 
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mendirikan dan mempunyai bangunan. Mendirikan berarti membuat bangunan baru 
atau membeli bangunan yang berdiri di atas hak guna bangunan. 
4) Hak pakai 
Pengertian hak pakai menurut Pasal 41 UUPA adalah sebagai berikut: 
“Hak  pakai  adalah  hak  untuk  menggunakan  dan  memungut  hasil  dari tanah 
yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang   memberi   
wewenang   dan   kewajiban   yang   ditentukan   dalam keputusan pemberiannya 
oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian pengotanah 
tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 
undang-undang ini.” 
Ketentuan pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap orang diberikan  
wewenang  untuk  mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan baik secara cuma-
cuma dengan pembayaran ataupun dengan pemberian berupa jasa akan tetapi tidak 
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
5) Hak sewa 
Hak sewa dalam UUPA secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat 
(1) yang menyatakan bahwa “Seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak 
sewa atas tanah.” Apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk 
keperluan  bangunan  dengan  membayar  kepada  pemiliknya  sejumlah uang sewa. 
Pembayaran sewa dapat dilakukan : 
a) Satu kali atau pada tiap waktu-waktu tertentu. 
b) Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. 
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Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh 
disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Mengenai prosedur 
untuk memperoleh hak sewa tersebut harus melalui suatu perjanjian yang dibuat di 
hadapkan notaris atau camat setempat sehingga memiliki dasar hukum. 
6) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan 
Hak  membuka  tanah  dan  memungut  hasil  hutan  hanya  dapat dimiliki 
oleh warga negara Indonesia dan diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan 
mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya 
diperoleh hak milik atas tanah itu. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam UUPA 
khususnya Pasal 46 Ayat (1) dan (2). 
7) Hak-hak yang sifatnya sementara 
Adapun mengenai hak-hak yang diberi sifat sementara oleh UUPA 
dimaksudkan bahwa suatu ketika hak-hak tersebut akan ditiadakan sebagai lembaga-
lembaga hukum karena UUPA menganggapnya tidak sesuai dengan asas-asas 
hukum agraria terutama mengenai dicegahnya tindak pemerasan. Hak gadai, hak 
usaha bagi hasil dan hak sewa tanah. Pertanian adalah hak-hak yang memberi 
wewenang kepada yang mempunyai tanah untuk menguasai dan mengusahakan 
tanah kepunyaan orang lain. 
2. Pengertian Sengketa Pertanahan 
Sengketa pertanahan terdiri dari dua suku kata, yaitu sengketa dan pertanahan. 
Pengertian tanah telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Sedangkan sengketa 
sering dihubungkan dengan kata konflik. Pengertian  sengketa adalah  sesuatu yang  
menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan; pertikaian, 
perselisihan; Perkara (dalam pengadilan). Sengketa biasanya bermula dari suatu 
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situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh 
perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup yang dapat dialami oleh 
perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul  ke  permukaan  
apabila  terjadi  conflict  of  interest.  Pihak  yang merasa dirugikan akan 
menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat 
menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Tetapi 
apabila reaksi dari pihak kedua menunjukkan  perbedaan  pendapat  atau  memiliki  
nilai  yang  berbeda, terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.
5 
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan 
Sengketa Pertanahan, yang berbunyi: “sengketa pertanahan adalah perbedaan 
pendapat mengenai : 
a) Keabsahan suatu hak; 
b) Pemberian hak atas tanah; 
c) Pendaftaran   hak   atas   tanah   termasuk   pemeliharaannya   dan 
penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan 
maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di 
lingkungan Badan Pertanahan Nasional.” 
Jadi, pada hakikatnya sengketa pertanahan (tanah) merupakan benturan 
kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, 
sebagai contoh antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan 
hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan lain sebagainya 
                                                           
5Suyud  Margono.  ADR  (Alternative  Dispute  Resolution)  dan  Arbitrase :Proses 
Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2004) h. 34 
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Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata 
Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas 
Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kasus pertanahan dapat 
berupa permasatanah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti 
perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Sengketa pertanahan 
dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa 
Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu : 
“Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai 
keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, 
termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang 
berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang 
berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.” 
Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi 
antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak- pihak tersebut 
untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui 
musyawarah atau melalui pengadilan. Sifat permasatanah dari suatu sengketa ada 
beberapa macam 
a. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai 
pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tnah yang 
belum ada haknya. 
b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai 
dasar pemberian hak. 
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c. Kekeliruan/kesalahan pemberian  hak  yang  disebabkan  penerapan 
peraturan yang kurang/tidak benar. 
d. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat 
strategis). 
Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, setidaknya ada 
tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah :
6
 
a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya 
adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat 
masing-masing. 
b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan 
dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun 
bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, 
politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya 
petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi 
tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik 
dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau 
tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga 
murah. 
c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal    
(sertifikat),    tanpa    memperhatikan    produktivitas    tanah. Akibatnya, 
secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh 
perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari 
para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu 
                                                           
6Indonesian Institute for Conflict Transformation. 2006, h.28. Diakses. pada, 10 Maret 
2018, jam 14.43 WITA. 
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saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang 
sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, padahal persoalan ini merupakan 
persoalan yang harus segera dicarikan solusinya, karena sengketa tanah 
sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya 
harga diri harus dipertaruhkan. 
Menurut Saidin,   bahwa   pada   catatan   statistik   pengadilan   di 
Indonesia, kasus-kasus sengketa pertanahan di peradilan formal menempati   urutan   
pertama   bila   dibandingkan   dengan   kasus-kasus lainnya. Masalah sengketa tanah 
tidak akan ada habisnya karena tanah mempunyai   arti   sangat   penting bagi   
kehidupan   manusia.
7
 Faktor penyebab   dari   konflik   di   bidang   pertanahan   
antara   lain   adalah keterbatasan ketersediaan  tanah,  ketimpangan  dalam  struktur 
penguasaan   tanah,   ketiadaan persepsi   yang   sama   antara   sesama pengelola  
negara  mengenai  makna  penguasaan  tanah  oleh  negara,inkonsistensi, dan 
ketidaksinkronisasian antara undang-undang dengan kenyataan dilapang seperti 
terjadinya manipulasi pada masa lalu yang mengakibatkan pada era 
reformasisekarang ini muncul kembali gugatan, dualisme  kewenangan  (pusat-
daerah)  tentang  urusan pertanahan  serta ketidakjelasan mengenai kedudukan hak 
ulayat dan masyarakat hukum adatdalam sistem perundang-undangan agraria
8
 
B. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum 
Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)  diatur  dalam Pasal 1365 
KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa 
                                                           
7Indonesian Institute for Conflict Transformation. 2006, h.28. Diakses. pada, 10 Maret 
2018, jam 14.43 WITA. 
8Indonesian Institute for Conflict Transformation. 2006, h.28. Diakses. pada, 10 Maret 
2018, jam 14.43 WITA. 
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kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 
Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat 
dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat 
kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun 
lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian harus dapat 
dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum 
termaksud melalui pembuktian unsur- unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang 
terdiri dari:
9
 
a. Adanya perbuatan melawan hukum 
b. Adanya kesalahan  
c. Adanya Kerugian 
d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan 
dan kerugian yang ada 
Perbuatan   melawan   hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya 
perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, 
bertentangan dengan hak orang lain, beretentangan dengan kewajiban hukum pelaku, 
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan 
kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun   orang   lain,   namun   
demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan   melawan   hukum   ini   
tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah   mengandung   unsur   kesalahan 
atau tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk 
kesengajaan (opzet-dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), 
                                                           
9Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Cet. V, (Bandung: Sumur Bandung, 
1967), h. 16. 
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dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya 
kesalahan yang dilakukan sesorang dalam hubungannnya dengan perbuatan melawan 
hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.
10
 
Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, 
apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/noodweer, overmacht, 
realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat 
dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia 
bertanggung jawab atas kerugian  yang  disebabkan perbuatannya tersebut, namun 
seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan 
kesalahannnya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang 
dilakukan oleh orang- orang    yang    menjadi    tanggungannya, barang-barang yang 
berada dibawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana 
ditentukan dalam  Pasal  1366  sampai  dengan  Pasal 1369 KUH Perdata. 
Berbicara tentang ganti rugi telah diatur dalam BW. Ganti rugi yang terdiri 
dari biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah 
dikeluarkan oleh debitur. Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau 
rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Ganti kerugian yang 
dimaksud berupa kerugian material dan immaterial, biasanya kerugian tersebut 
diberikan dalam bentuk uang atau barang, namun ganti kerugian ini dapat pula 
diberikan dalam bentuk pemulihan keadaan sesuatu, bila ganti kerugian ini tidak 
dilaksanakan, maka dapat dituntut uang paksa/dwangsom walaupun uang paksa ini 
bukan bentuk ganti kerugian tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti kerugian yang 
                                                           
10 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermesa, 1979), h. 56. 
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dimaksud dilaksanakan. Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau telah 
diperhitungkan. 
Perbuatan melawan hukum sebagaimana   diatur   dalam   Pasal   1365 KUH 
Perdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas 
perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam sengketa tanah, baik dilakukan 
melalui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan 
mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar 
pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. 
C. Tinjauan Tentang Putusan 
Riduan Syahrani, merumuskan bahwa Putusan Pengadilan adalah 
pernyataan Hakim yang  diucapkan pada  sidang  Pengadilan terbuka untuk  umum 
untuk  menyelesaikan  atau mengakhiri perkara perdata
11
 Eksistensi putusan hakim 
atau lazim disebut dengan terminologi Putusan Pengadilan sangat diperlukan untuk 
menyelesaikan sengketa perdata. Bertolak pada ketentuan Pasal 184 HIR, Pasal 195 
RBg, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan pengertian 
atau batasan terhadap Putusan Hakim. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas pada 
asasnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh Putusan Hakim. 
Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa 
semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.  
                                                           
11
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 
h. 126. 
20 
 
Sementara menurut Lilik Mulyadi, menyebutkan bahwa; Putusan yang 
diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan sengketa perdata yang 
terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata 
pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau 
mengakhiri suatu sengketa.
12
 
Setiap putusan hakim yang berupa putusan akhir didahului dengan kepala 
putusan atau irah-irah  yang  berbunyi:  ”DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Ini berarti bahwa setiap Hakim yang 
mengadili dan memutus suatu sengketa harus berlaku adil dengan mengingat 
tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan 
pasti. Dengan demikian mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang 
telah dinyatakan kalah dalam suatu sengketa, berkewajiban untuk melaksanakan 
putusan dengan kemauannya sendiri atau secara suka rela. Apabila pihak yang kalah 
itu tidak bersedia melaksanakan putusan secara suka rela, maka pelaksanaannya 
dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat negara. 
1. Syarat-syarat putusan 
Dari beberapa uraian sebelumnya maka pada hakikatnya putusan Hakim 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum. 
Putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang 
                                                           
12
Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, ( Jakarta: 
Djambatan, 2009), h. 149. 
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terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum 
sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran atas prinsip keterbukaan 
terhadap putusan yang dijatuhkan mengakibatkan putusan yang 
dijatuhkan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal 
pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam siding 
terbuka dalam ruang sidang pengadilan.
13
 
2) Putusan dijatuhkan setelah melaui proses dan procedural hukum acara 
perdata pada umumnya agar memiliki kekuatan mengikat dan sah.
14
 
3) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis, dengan maksud agar putusan Hakim 
tersebut dapat diserahkan pada pihak yang berperkara dan dikirimkan 
pada pengadilan tinggi/kasasi apabila yang bersangkutan akan melakukan 
upaya hukum serta sebagai bahan publikasi dan sebagai sebagai arsip 
yang dilampirkan pada berkas perkara. Menurut Mahkamah Agung
15
, 
ditegaskan bahwa pada waktu keputusan diucapkan maka prinsip putusan 
yang lengkap harus sudah siap diserahkan kepada panitera pengganti 
untuk diselesaikan lebih lanjut. 
4) Putusan tidak boleh dikabulkan melebihi tuntutan. 
a) Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan 
Pasal 50 RV. Larangan ini disebut sebagai ultra petitum paritum. 
                                                           
13M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 805 
14 Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 200 
15 Mahkamah Agung RI, Teknis Peradilan Perdata, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994), 
h. 6 
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Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan 
karena dianggap bertindak melampaui wewenangnya. 
b) Ketentuan  Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 
50 RV dapat disampingkan bilamana penggugat dalam posita 
gugatannya telah merumuskan perihal apa yang akan diminta atau 
bilamana nilai yang tercantum di petitum sudah tidak sesuai lagi 
dengan kondisi dan situai saat ini. 
c) Menurut M.Yahya Harahap, putusan tersebut dinyatakan cacat atau 
tidak sah secara hukum, meskipun hal tersebut dilakukan hakim 
dengan iktikad baik sesuai dengan kepentingan umum,
16
 dan 
dibatalkan oleh mahkamah agung sesuai putusan Mahkamah Agung 
RI No. 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971. 
d) Dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 
Januari 1972
17
 dimungkinkn mengabulkan gugatan yang melebihi 
permintaan dengan ketentuan selama hal-hal tersebut masih sesuai 
atau masih dalam kerangka kejadian atau fakta materilnya. Pengadilan 
Tinggi berwenang dan diizinkan mengambil alih pertimbangan dari 
Hakim pengadilan Negeri jika pertimbangan tersebut dinilai benar. 
e) Terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, 
dan Pasal 50 RV, berdasarkan asas ex aequo et bono. Hal tersebut, 
sebagaimana yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2263 
                                                           
16M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan pengadilan, h. 801 
17M Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara 
Perdata Masa Setengah Abad, (Jakarta: Swara Justitia, 2005), h. 199 
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K/Pdt/1991 tanggal 18 juli 1993 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Nomor: 41/PHPU.D.VI/2008 tanggal 2 desember 
2008 
5) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) 
HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 RV. Putusan harus secara total 
dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang 
diajukan. Putusan yang melanggar hal ini dibatalkan oleh mahkamah 
agung sesuai putusan Mahkamah Agung No. 291 K/Pdt/1950 tanggal 6 
maret 1952
18
 
6) Memuat dasar alasan yang jelas dan perinci 
a) Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 
tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 
(1), hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali serta  
memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat.
19
 
b) Menurut pasal 178 ayat (1) HIR menyatakan bahwa Hakim karena 
jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan 
hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara
20
 
c) Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan 
sebelumnya, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah 
                                                           
18M Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara 
Perdata Masa Setengah Abad, h. 183 
19M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan pengadilan, h. 798 
20 Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, h. 202 
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yuridis, akibatnya putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada 
tingkat banding dan kasasi.
21
 
7) Putusan harus ditandatangani oleh ketua majelis, hakim anggota dan 
panitera yang berperan dalam dalam persidangan. Ketentuan ini 
dilaksanakan sesuai dengan aturan pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 
48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. 
8) Dalam hal melaksanakan putusan akan dilakukan dengan memenuhi rasa 
keadilan dan nilai kemanusiaan yang dilaksanakan oleh panitera dan 
jurusita yang dibawah pengawasan Ketua Pengadilan, sesuai dengan Pasal 
54 dan 55 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
2. Sistematika Putusan 
Dalam membuat sebuah putusan, Hakim harus menyusun dan 
membentuk sesuai sistematika yang telah dirumuskan dalam Pasal 184 ayat 
(1) HIR atau Pasal 195 dan Pasal 25 undang-undang no. 48 tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman agar putusan yang dibuat dapat memenuhi 
syarat perundang-undangan, dan bila tidak terpenuhi sistematika tersebut 
maka putusan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan. Menurut 
Sudikno Mertokusumo, seorang hakim selayaknya menguasai kemampuan 
menyelesaikan perkara yuridis yang terdiri dari tiga unsure yakni: 
merumuskan masalah hukum, memecahkan, dan mengambil keputusan.
22
 
                                                           
21M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan pengadilan, h. 800 
22Sudikno Mertokusumo, Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan (Bandung: 
CV.Utomo, 2006), h. 196 
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Menurut Kenneth J. Vandevelde,
23
 secara epistemologi penalaran hukum 
terdiri dari lima, yaitu: 
1. Mengindentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa 
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. (identify the 
applicable sources of law). 
2. Menganalsis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum 
yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the sources 
of law). 
3. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, 
yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah 
atauran umum (synthesize the applicable rules of law in to a coherent 
structure). 
4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the avaible facts). 
5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk 
memastikan hak dan kewajiban yang timbul dari fakta-fakta dengan 
menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum 
dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (apply the structure of rules to 
the facts).  
                                                           
23 Kenneth J. Vandevelde, Thinking Like a Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning, 
(Colorado: Westview Press, 1996), h. 2, lihat M Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan 
Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, h. 68 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan 
antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian 
hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada 
penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan 
sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat 
terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat 
dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (Low in action). Low in book 
adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring 
berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam 
kehidupan masyarakat.
1
  
Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian 
hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam 
penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode 
penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. 
Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada 
di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. 
 
 
                                                           
1http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html diakses 
pada pukul 02.40 WITA Tanggal 18 April 2018 
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2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di kota Makassar (Pengadilan 
Negeri Makassar). 
B. Pendekatan Penelitian 
Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini menggabungkan antara 
pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif.  
1. Peneltian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti berarti 
penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan.  
2. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif 
berarti mengkaji tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan 
dengan teori-teori hukum mengenai penerapan aturan. Pendekatan 
penelitian tersebut juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena 
penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan 
yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau bahan hukum 
yang lain, sebagai peneliti pustakawan atau peneliti dokumen disebabkan 
peneliti ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang 
ada diperputakaan. 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh penulis merupakan bahan pustaka yang bersumber 
dari putusan Putusan No.17/Pdt.G/2016/Pn Mks. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
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a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah: 
1. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). 
2. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) 
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok 
Agraria. 
4. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. 
5. Undang-Undang No. 14 tahun 1985, Perubahan Pertama Undang-
Undang No. 5 tahun 2004, Perubahan kedua Undang-Undang No. 
3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 
6. Jurisprudensi (Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap) 
b.  Bahan Hukum Sekunder 
Merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya 
berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer seperti buku-buku hukum 
perdata mengenai perbuatan melawan hukum, buku tentang pendaftaran tanah, 
buku tentang teknik dan strategi penyelesaian sengketa tanah, buku, majalah 
jurnal, karya ilmiah, internet dan pendapat para pakar hukum yang relevan dengan 
penelitian ini. 
c.  Bahan Hukum Tersier 
Merupakan Bahan yang memberikan informasi tentang bahanhukum 
primer dan bahan hukum sekunder.Data penjelas daripendapat orang tertentu 
tentang isi dari data sekunder dalam penelitian ini. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini adalah field research, maka data penelitian ini diperoleh 
dengan beragai cara yaitu:
2
 
1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala yang diteliti. 
2. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui 
dokumen-dokumen. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. 
Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang 
diperlukan. Dalam peneletian ini ada bebearapa instrumen penelitian yang 
digunakan yaitu: 
1. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam 
mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara. 
2. Handphone 
Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi 
dan fitur yang dapat membantu dalam peneletian ini, utamanya aplikasi 
Kamera Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara. 
3. Alat Tulis 
Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses 
penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data 
sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.  
 
                                                           
2Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung : CV Pustaka Setia,2008), 
h.158 
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F. Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yaitu:  
Teknik Analisis Silogisme yaitu Menetapkan Premis Mayor dan Minor 
untuk menarik kesimpulan. 
Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik 
pengolahan data  kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang 
sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak 
hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus 
menerus selama peneltian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan 
pemilaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus 
penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi Credibility (validasi 
internal), Transferability (validasi eksternal), Dependability (reabilitas), dan 
Confirmability (obyektifitas).  
1. Uji Kredibilitas 
Uji kredibiltas antara lain dilakukan dengan cara yaitu:
3
 
a. Perpanjangan pengamatan 
Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data 
yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah 
atau tidak.  
b. Meningkatkan ketekunan 
                                                           
3Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012) h.37 
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Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut makan 
kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 
dan sistematis. 
c. Menggunakan Bahan Referensi 
Bahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan 
data yang telah ditemukan, seperti rekaman wawancara. 
2. Pengujian Transferability 
Pengujian Transferability merupakan validasi eksternal, digunakan agar 
hasil penelitian dapat digunakan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan dengan 
membuat laporan yang diurai secara jelas, rincih dan sistemati. 
3. Pengujian Defendability  
Dalam penelitian kualitatif, uji defendability dilakukan dengan 
melakukan audit terhadap keseluruhan proses oleh auditor yang independen, atau 
pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan 
penelitian 
4. Pengujian Confirmability 
Dalam penelitian ini uji confirmability dilakukan bersamaan dengan uji 
defendability, kerena pengujian ini harus melibatkan orang lain.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
A. Putusan Pengadilan Negeri No. 17/Pdt.G/2016/PN. Mks 
1. Duduk Perkara  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak hadir 
masing masing kuasanya yang untuk Penggugat : SYAMSUL BACHRI, SH dan 
RATIH PUTRI, SH. Untuk tergugat ARDY S. YUSRAN, SH berdasarkan Surat 
Kuasa Khusus 15 februari 2016 yang terdaftar di Keaniteraan Perdata Pengdilan 
Negeri Kelas IA Khusus Makassar di bawah Register Nomor : 326/PDT/14/KB 
tanggal 14-04-2014 (terlampir). 
Menimbang, bahwa sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Mediasi dalam perkara Perdata, maka Ketua Majelis Hakim sebelum 
memeriksa perkara, mempersilahkan para pihak terlebih dahulu menempuh 
perdamaian dengan mempergunakan jasa mediator baik mediator yang berasal dari 
luar Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar (terdaftar di PN Kelas IA Khusus 
Makassar) maupun mediator yang adadi Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus 
Makassar (Hakim PN Kelas IA Khusus Makassar). 
Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut para pihak sepakat untuk 
menggunakan mediator yang ada di Pengadilan Negeri Kelas IA KhususMakassar, 
yang kemudian oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor: 
17/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 17 Februari 2016 telah menetapkan H. MUH. 
ANSHAR MAJID, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar 
sebagai Mediator dalam perkara ini. 
Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tanggal 22 Februari2016, 
ternyata usaha perdamaian yang diupayakan selama mediasi tidak berhasil, sehingga 
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Hakim Mediator mengembalikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk 
untuk memeriksa perkara a quo. 
Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka 
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat 
dimana terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan sesuai perbaikan surat 
gugatan tertanggal 04 Februari 2016 sedangkan mengenai isi gugatannya tetap 
dipertahankan oleh Penggugat. 
DALAM POKOK PERKARA:  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 
2. Menyatakan tanah adalah milik Penggugat I dan II yang terletak di JL 
Aroepala RT 004. RW. 005 Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota 
Makassar dengan cara membeli dari SANIA Dg. NURUNG 
berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KRlVIII/2006 dengan Iuas ± 147 
M
2
 dan sertifikat hak milik No. 22444 Tahun 2013 serta surat ukur 
Nomor 02698/Kassi-Kassi/2012 seluas 133 m
2
 atas nama Hj. Hadrah 
yang dikuasai olehTergugat dengan Iuas 3 x 5 m
2
 adalah milik 
Penggugat I dan II dengan batas- batasnya sebagai berikut : 
3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri 
Makassardalam perkara ini adalah sah dan berharga ; 
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah Penggugat I dan II 
adalah perbuatan melawan hukum ; 
5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan 
objek sengketa tersebut kepada Para Para Penggugat tanpa syarat 
apapun juga ; 
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6. Menghukum Tergugat apabila mempunyai alas hak dan atau 
semacamnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak 
mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat Penggugat I dan II ; 
7. Menghukum siapa saja yang menguasai beralasan hukum dapat 
mengosongkan objek sengketa Secara sempurna dan mengembalikan 
kepada Penggugat I dan II tanpa syarat apapun ; 
8. Menghukum Tergugat agar segera menghentikan segala kegiatan, dan 
segera mengasongkan objek sengketa tersebut ; 
9. Menghukum Tergugat membayar uang sewa sebesar Rp 100.000.000,- 
sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 ; 
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril Rp. 
500.000.000; 
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) 
sebesarRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap lali memenuhi isi 
putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan 
(eksekusi) ; 
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun 
adaupaya hukum banding ataupun kasasi ; 
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam 
perkara ini; 
ATAU : 
Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang 
seadil-adilnya.  
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Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 terhadap obyek 
sengketa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi objek 
sengketa yang terletak di Jln Hertasning Baru Makassar yang dihadiri oleh pihak - 
pihak (Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat. Tergugat dan Kuasa Tergugat) 
Menimbang, bahwa mengenal batas - batas obyek sengketa ketika dilakukan 
pemeriksaan setempat (PS) adalah sebagai berikut , 
Luas dan batas menurut Penggugat adalah sebagai berikut :  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hertasning I 
 Sebelah Timur berbatasan dengan tanah (bengkel) milik Hasanuddin, 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hamzah Dg Lallo 
(Tergugat) . . 
 Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milk Para Penggugat (Warkop) 
.luas lokasi obyek sengketa adalah 15 M2 ( lima belas meter persegi) 
Luas dan batas menurut Tergugat adalah sebagai berikut 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hertasning : 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Bengkel Hasanuddin 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Sudirman Yusuf , 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan; 
Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, Masing-
masing telah menyerahkan kesimpulan, untuk Kuasa Para Penggugat tertanggal 27 
Juli 2016 dan untuk Kuasa Tergugat tertanggal 28 Juli 2016 (terlampir), 
Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak akan 
mengajukan apa - apa lagi selain mohon putusan 
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Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara 
a quo seluruhnya telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan ikut 
dipertimbangkan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan 
ini. 
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri No. 17/Pdt.G/2016/PN. Mks 
DALAM PROVISI 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana 
terurai diatas ; 
Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yaitu 
menghukum kepada Tergugat untuk meninggalkan dan menghentikan segala kegiatan 
yang apapun bentuknya diatas diatas objek sengketa, hingga adanya putusan yang 
berkekuatan hukum tetap, menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek 
sengketa tanah tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, menghukum 
Tergugat untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 100.000.000- sejak tahun 2006 
sampai dengan 2016, menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil Rp. 
500.000.000., menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) 
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung 
sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi); 
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut maka 
Majelis mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut: 
Bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 
Rv maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan 
putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan 
bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (Vide 
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lebih lanjut: Lilik Mulyadi, SH, MH, Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara 
Perdata Pada Praktik Peradilan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 25).; 
Bahwa apabila diperhatikan surat gugatan Para Penggugat khususnya tuntutan 
dalam provisi yang diminta oleh Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim 
berpendirian dengan bertitik tolak kepada pendapat dari teoritis Lilik Mulyadi, SH 
MH dalam bukunya Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik 
Peradilan, adalah tidaklah tepat apabila dimasukkan dalam tuntutan provisi oleh 
karena Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 5, 7, 8, 9, 10 dan 11 ternyata 
sudah demikian maka aspek ini lirrelevant dan dikesampingkan dalam tuntutan 
provisi dan lebih tepat dipertimbangkan dalam putusan pokok perkara (bodem 
geschill) sebagaimana dikenal dari aspek teoretik dan praktik peradilan 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 
tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendirian adalah layak, adil sudah 
sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila tuntutan provisi Penggugat dinyatakan 
tidak dapat diterima; 
DALAM EKSEPSI 
Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya selain menjawab 
pokok perkara, ada mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 
1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kurang pihak oleh 
karena seharusnya Penggugat mendudukan juga SANIA DG NURUNG 
selaku Penjual dan Notaris dan atau camat selaku PPAT yang membuat 
akta jual beli antara Penggugat dan Sania Dg Nurung. 
2. Dan selain dari pada itu Penggugat seharusnya menggugat Pemerintah 
Propinsi dan Kantor Pekerjaan Umum bidang Prasarana wilayah oleh 
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karena tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut telah dibebaskan 
oleh Kantor Pekerjaan Umum Prasarana wilayah dan sekarang ini 
merupakan Roling jalanbukan milik Para Penggugat.  
Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut di atas, Kuasa 
Para Penggugat menanggapinya di dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut 
Bahwa Para Penggugat tidak mendudukan Sania Dg. Nurung selaku penjual sebagai 
pihak dalam gugatannya, karena tidak ada hubungannya dengan penjual, karena yang 
menjadi permasalahan adalah Tergugat telah menguasai objek sengketa tanpa hak 
karena Tergugat hanya meminjam objek sengketa milik Para Penggugat, dan juga 
tidak didudukannya Notaris dan atau Camat selaku PPAT juga sangat tidak dengan 
Notaris dan juga Camat selaku PPAT, sebab Tergugat menguasa mendasar karena 
tidak ada hubungannya sengketa tersebut berdasarkan pada surat pemyataan yang 
dibuatnya, bukan berdasarkan akta jual beli ; 
Bahwa Para Penggugat tidak ikut mengugat Pemerintah Propinsi dan Kantor 
Pekerjaan Umum bidang Prasarana Wilayah Makassar, oleh Karena tanah yang 
menjadi objek sengketa tersebut, tidak pernah dibebaskan Pekerjaan Umum Prasarana 
Wilayah dan juga tidak pernah dijadikan roling jalan oleh Pemerintah Propinsi, 
karena apabila tanah dibebaskan, maka tentunya Para Penggugat telah menerima uang 
ganti rugi atas pembebasan lahan dimaksud dan juga tidak mungkin Tergugat 
mendatangi Para Penggugat untuk meminjam serta membuat surat pernyataan, akan 
tetapi faktanya tidaklah demikian malah Tergugat telah membangun dan menguasai 
objek milik Para Penggugat seluas kurang lebih 3 x 5 M
2
 serta mengontrakkan 
kepada pihak lain; 
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Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut di atas 
Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek- 
aspek sebagai berikut: 
- Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan 
tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada 
pokoknya ada menggariskan bahwa: "adalah hak dari Penggugat untuk 
menentukan siapa- siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam 
perkara" 
- Bahwa apabila dikaji dari aspek teoretis maka kiranya pendapat 
Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara 
Perdata tentang asas "legitima persona Standi in judicio" maknanya 
adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin 
mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku 
Penggugat maupun Tergugat;  
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting 
diikut sertakannya pihak-pihak lain termaksud dalam upaya 
mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, dimana 
kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi 
Kuasa Tergugat pada poin 1 dan poin 2 tersebut di atas yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak ditolak; 
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DALAM POKOK PERKARA 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah 
sebagaimana terurai diatas; 
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala 
sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara 
mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan 
yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini; 
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para 
Penggugat dan jawaban Kuasa Tergugat serta Replik dan Duplik, adanya surat- surat 
bukti dan keterangan saksi-saksi dari Kuasa Para Penggugat dan Tergugat dan hasil 
pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dengan 
Tergugat adalah menyangkut masalah sebidang tanah pekarangan yang terletak di 
Jalan Aroepala RT. 004. RW. 005 Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, 
Kota Makassar, seluas 3 x 5 M2, dengan batas-batas sebagai berikut 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hertasning; 
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah (bengkel) milik Hasanuddin; 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat; 
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat; 
Batas-batas tanah objek sengketa tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat 
terhadap lokasi tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim;  
Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa tersebut diatas, menurut dalil 
gugatan Para Penggugat adalah hak miliknya sesuai Sertifikat Hak milik (SHM) No. 
22444 Tahun 2013, Surat Ukur (SU) Nomor 02698/Kassi-kassi/2012 seluas 133 M
2
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atas nama Pemegang Hak Hj. Hadrah (Penggugat I), dengan cara membeli dari Sania 
Dg. Nurung berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KRVIII/2006 dengan luas 147 M
2
, 
bahwa Tergugat selaku tetangga telah membangun lantai teras depan diatas tanah 
Penggugat seluas kurang lebih 3 x 5 M2 (objek sengketa), bahwa Tergugat 
menguasai objek sengketa dengan cara meminjam kepada Para Tergugat untuk 
ditempati usaha karena tanah Tergugat berada dibelakang objek sengketa, bahwa 
Tergugat berjanji kepada Para Penggugat akan mengembalikan tanah objek sengketa 
apabila Para Penggugat membutuhkan tanah tersebut, bahwa setelah sekian lama 
Tergugat menguasai objek tanah sengketa, dan pada saat Para Penggugat meminta 
kembali tanah Tergugat justru berbalik dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa 
adalah miliknya, sedangkan menurut Kuasa Tergugat dalam bantahannya 
mendalilkan bahwa tanah objek sengketa bukan milik Para Penggugat, karena 
tergugat sama sekali tidak membangun di atas tanah milik Para Penggugat, melainkan 
Tergugat hanya memanfaatkan rolling Jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum 
bidang Prasarana Wilayah (Pemerintah) bukan tanah milik Tergugat; 
Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 
1865 KUHPerdata maka siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau membantah apa 
yang didalilkan pihak lain, kepadanya dibebankan untuk mendalilkan hak yang 
didalilkannya atau bantahannya tersebut, sehingga masing-masing pihak mempunyai 
kewajiban yang sama untuk membuktikan dalilnya bantahannya tersebut; 
Menimbang, bahwa dari uraian pokok sengketa tersebut dialas, maka Para 
Penggugat adanya peristiwa-peristivva khusus yang harus membuktikan 
menimbulkan hak sedangkan Tergugat harus membuktikan adanya peristiwa- 
peristiwa khusus yang merintangi dan atau membatalkan hak, jadi terhadap siapa 
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yang dibebani untuk membuktikan namun tidak mampu membuktikan suatu peristiwa 
atau adanya hak yang didalilkan berada pada pihak yang dikalahkan sesuai dengan 
resiko dari pembagian beban pembuktian dengan cara menilai kekuatan pembuktian 
(vis probandi) dari alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang bersengketa; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Kuasa Para Penggugat 
telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti Surat, yaitu yang ditandai dengan bukti P-1, 
P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi yakni 1. 
HASANUDDIN Dg. BETA, 2. H. FAHRUDDIN Dg. MAKKA dan HAMIDO Dg. 
SIJA sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 6 
(enam) alat bukti Surat yang di tandai dengan bukti T-l, T-ll, T-lll, T-IV, T-V, dan T-
VI serta 3 (tiga) orang saksi yakni 1. Dg.SULE, 2. ABD. RAHIM Dg NGITUNG, 3. 
H. ANDI BAHTIAR, 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa 
Para Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 yaitu berupa Sertifikat Hak milik 
(SHM) No. 22444 Tahun 2013, Surat Ukur (SU) Nomor : 02698/Kassi- kassiI 2012 
seluas 133 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. St. Hadrah (Penggugat I) 
Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah tanah yang masuk 
bilangan benda tidak bergerak, maka diuraikan pengertian kepemilikan atau subjek 
hak atas tanah sebagai benda tidak bergerak; 
Menimbang, bahwa tanah adalah benda yang tidak bergerak menurut 
dibuktikan dengan pendaftaran sifatnya yang atau sertipikat atas nama pemiliknya, 
hak kebendaan atas tanah disebut sebagai hak milik yang disebut hak terkuat diantara 
semua hak yang bersifat absolut, 
43 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Sertiﬁkat Hak milik 
(SHM) No. 22444 Tahun 2013, Surat Ukur (SU) Nomor : 02698/Kassi-kassi/2012 
seluas 133 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. St. Hadrah (Penggugat I) dihubungkan 
dengan keterangan Para Penggugat yakni saksi-saksi HASANUDDIN Dg. BETA, 
saksi H. FAHRUDDIN DQ. MAKKA dan saksi HAMIDO Dg. SIJA serta Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan 
atas nama wajib pajak Hj. St. Hadrah (Penggugat I) tahun 2015, tahun 2014, tahun 
2007, tahun 2008 dan tahun 2009 (bukti P-5, P-6 P-7, P-8, P-10) maka dikonstantir 
pemilik hak atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Aroepala RT. 004. 
RW. 005 Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan 
Sertiﬁkat Hak milik (SHM) No. 22444 Tahun 2013, Surat Ukur (SU) Nomor : 
02698/Kassi-kassil2012 seluas 133 M2 adalah Penggugat I (Hj. St. Hadrah) 
berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KRMI/2006 tanggal 07 Agustus 2006, Surat 
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Juli 2012 yang 
mengetahui Lurah Kasi-kasi Ichwan Jacob, S.Sos No. 09/KSNll/2012 dan Foto Copy 
Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi No. 625 Cl, yang tertera dalam kolom Penunjuk 
Pendaftaran Pertama Sertipikat Hak Milik atas permohonan Hj. St. Hadrah 
(Penggugat l). sebagai persyaratan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut 
(bukti P - 1) ; 
Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hak kebendaan yang 
sifatnya absolut,maka hak milik sebagai hak kebendaan dapat dipertahankan dari 
siapa saja dan sifatnya yang mengikuti pemegang hak terakhir (drop de suit), maka 
perbuatan Tergugat Hamzah Dg. Lallo yang telah membangun lantai teras depan di 
atas tanah milik Para Penggugat seluas 3 x 5 M
2
 tentu saja melanggar hak Para 
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Penggugat in casu sebagai pemilik tanah yang dibuktikan dengan Sertiﬁkat Hak milik 
(SHM) No. 22444 Tahun 2013, Surat Ukur (SU) Nomor : 02698/Kassi-kassi/2012 
seluas 133 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. St. Hadrah (Penggugat l),sehingga dalil 
gugatan a quo tidak melawan hak atau beralasan hukum karena sifatnya dapat 
dipertahankan dari siapa saja; 
Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya dalam pokok perkara angka 
7 pada pokoknya mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah bukan milik Tergugat 
melainkan milik pemerintah dalam hal ini milik Kementerian Pekerjaan Umum 
Bidang Prasarana Wilayah; 
Menimbang, bahwa menurut hukum, pengakuan adalah bukti sempurna; 
Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat tersebut dihubungkan dengan 
alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang ditandai dengan T-I, T-II, T-III, T-
IV, T-V, dan T-VI, setelah dipelajari dan diteliti oleh Majelis Hakim, teryata tidak 
ada satu suratpun yang diajukan oleh Tergugat tersebut yang membuktikan bahwa 
tanah objek sengketa adalah milik dari Kementerian Pekerjaan Umum Bidang 
Prasarana wilayah (Pemerintah), dengan demikian maka bukti surat yang ditandai 
dengan T-I, T-ll, T-Ill, T-IV, T-V, dan T-VI, oleh Majelis Hakim dinyatakan 
dikesampingkan; 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan .Surat Ukur (SU) Nomor : 
02698/Kassi-kassi/2012 seluas 133 M2 dan gambar tanah (bukti P - 1) yaitu berupa 
Sertiﬁkat Hak milik (SHM) No. 22444 Tahun 2018, atas nama Pemegang Hak Hj. St. 
Hadrah (Penggugat I), dihubungkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh 
HAMZAH Dg. LALLO tertanggal 28 Januari 2013 (bukti P - 2) dan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan 
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atas nama wajib pajak Hj. St. Hadrah (Penggugat I) tahun 2015, tahun 2014, tahun 
2007, tahun 2008 dan tahun 2009 (bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-10) maka objek tanah 
yang dipersengketakan (yang digugat oleh Para Penggugat) yaitu 3 x 5 M
2 
dengan 
batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hertasning, sebelah Timur 
berbatasan dengan tanah (bengkel) milik Hasanuddin, sebelah Selatan berbatasan 
dengan tanah milik Tergugat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Para 
Penggugat, ternyata masuk dalam Surat Ukur dan gambar tanah dalam Sertiﬁkat Hak 
milik (SHM) No. 22444 Tahun 2013,atas nama Pemegang Hak Hj. St. Hadrah 
(Penggugat I), dengan demikian maka Petitum gugatan Para Penggugat angka 2 dapat 
dikabulkan; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
petitum gugatan Para Penggugat angka 3, yaitu mengenal Sita Jaminan; 
Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 3 
memintakan sita jaminan namun tidak ditindaklanjuti dengan permohonan sita 
jaminan secara tersendiri dimuka persidangan oleh Para Penggugat/Kuasanya, maka 
dengan demikian Permintaan sita jaminan untuk dinyatakan sah dan berharga dalam 
petitum angka 3 harus ditolak; 
Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dipersigangan bahwa tanah 
objek sengketa seluas 3 x 5 m
2
 dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan 
Jalan Raya Hertasning, sebelah Timur berbatasan dengan tanah (bengkel) milik 
Hasanuddin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat, sebelah Barat 
berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat adalah milik Para Penggugat 
berdasarkan Sertiﬁkat Hak milik (SHM) No. 22444 Tahun2013, Surat Ukur (SU) 
Nomor : 02698/Kassi-kassi/2012 seluas 133 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. St. 
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Hadrah (Penggugat I), maka perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek 
sengketa milik Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dengan 
demikian maka petitum gugatan Para Penggugat angka 4 dapat dikabulkan;  
Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai tanah 
objek sengketa milik Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, 
maka menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk 
mengosongkan serta menghentikan segala kegiatan dan mengembalikan objek tanah 
sengketa tersebut secara sempurna kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga, 
dengan demikian maka petitum gugatan Para Penggugat angka 5 dan angka 7 serta 
angka 8 dapat dikabulkan; 
Menimbang, bahwa mengenal petitum gugatan Para Penggugat angka 6, yang 
meminta untuk menghukum  kepada Tergugat apabila mempunyai alas hak dan atau 
semacamnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan 
hukum dan tidak mengikat Penggugat I dan Penggugat II,oleh Majelis Hakim 
dinyatakan ditolak, oleh karena permintaan tersebut dinilai terlalu berlebihan; 
Menimbang, bahwa mengenal petitum gugatan Para Penggugat angka 9, yang 
meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa sebesar 
Rp.100.000.000.- sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016, oleh Majelis 
Hakimjuga dinyatakan ditolak, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan 
didepan persidangan hubungan sewa menyewa antara Para Penggugat dengan 
Tergugat; 
Menimbang, bahwa mengenal petitum gugatan Para Penggugat angka 10, 
yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril RP. 
500.000.000.-, oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak, oleh karena selama 
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pemeriksaan  Perkara berlangsung, Para Penggugat tidak dapat membuat perincian 
mengenal kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat selama perkara ini 
berlangsung; 
Menimbang, bahwa mengenal petitum gugatan Para Penggugat angka 11, 
yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) 
sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung 
sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi), oleh Majelis Hakim juga 
dinyatakan ditolak oleh karena Tergugat berdasarkan petitum gugatan Para Penggugat 
angka 5, angka 7 dan angka 8 dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat atau 
siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan serta menghentikan segala kegiatan 
dan mengembalikan objek tanah sengketa tersebut secara sempurna kepada Para 
Penggugat tanpa syarat apapun juga, yang mana apabila putusan ini telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap (in kracht), dapat segera dimintakan pelaksanaannya 
melalui permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Makassar, maka Majelis 
Hakim berpendapat permintaan/petitum Para Penggugat untuk menghukum Tergugat 
membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat adalah terlalu berlebihan; 
Menimbang, bahwa mengenal petitum gugatan Para Penggugat angka 12,yang 
meminta untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun 
ada upaya hukum banding ataupun kasasi, oleh karena tidak ada alasan hukum yang 
urgen serta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Surat Edaran 
Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 maka petitum 
gugatan Para Penggugat angka 12 dinyatakan ditolak; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dialas, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak 
gugatan selain dan selebihnya; 
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, 
maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg 
kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan 
ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian petitum gugatan Para 
Penggugat angka 13 dapat dikabulkan; 
3. Amar Putusan 
Memperhatikan Pasal-pasal dan Undang-undang dan peraturan-peratutan 
yang bersangkutan; 
MENGADILI: 
DALAM PROVISI 
Menyatakan Tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima 
DALAM EKSEPSI 
Menolak Eksepsi Tergugat; 
DALAM POKOK PERKARA 
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Aroepala 
RT.004. RW.005 Kelurahan Kasi-Kasi, Kecamatan Rappocini, 
Kota Makassar seluas 3 x5 M
2
 dengan batas-batas  : sebelah Utara 
berbatasan dengan Jalan Raya Hertasning, dengan tanah (bengkel) 
milik sebelah Timur berbatasan Hasanuddin, sebelah Selatan 
berbatasan dengan tanah milik Tergugat, sebelah Barat berbatasan 
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dengan tanah milik Para Penggugat adalah milik Para Penggugat 
berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 22444 Tahun 2013, 
Surat Ukur (SU) Nomor: 02698/Kassi-kassi/2012 seluas 133 M
2
; 
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan 
hukum; 
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan 
tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat 
apapun juga; 
5. Menghukum siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa 
untuk mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan 
mengembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun; 
6. Menghukum kepada Tergugat untuk segera menghentikan segala 
kegiatan, dan segera mengosongkan objek sengketa tersebut; 
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang 
sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.041.000,- ( satu juta 
empat puluh satu ribu rupiah) ; 
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.- 
4. Komentar Penulis 
a. Menurut penulis berdasarkan putusan 17/Pdt.G/2016/PN.Mks di atas 
alasan-alasan dari Para Penggugat tentang adanya kekhilafan Hakim atau 
kekeliruan nyata tersebut telah sesuai dengan Pasal 163 HIR yaitu Barang 
siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan 
suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak 
orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau 
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adanya kejadian itu dan juga Pasal 1865 KUHPerdata, Setiap orang yang 
mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan 
haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada 
suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa 
tersebut. Dan sesuai dengan alat bukti Para Penggugat relevan dengan 
Pasal 163 Hir dan Pasal 1865 Kuh Perdata bahwa tanah objek sengketa 
yang terletak di Jalan Aroepala RT.004. RW.005 Kelurahan Kassi-Kassi, 
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas 3 x 5 M
2
 dengan batas-batas 
: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hertasning, dengan tanah 
(bengkel) milik sebelah Timur berbatasan Hasanuddin, sebelah Selatan 
berbatasan dengan tanah milik Tergugat, sebelah Barat berbatasan dengan 
tanah milik Para Penggugat adalah milik Para Penggugat berdasarkan 
Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 22444 Tahun 2013, Surat Ukur (SU) 
Nomor: 02698/Kassi-kassi/2012 seluas 133 M
2
; 
b. Sebagaimana Posita No. 8 diatas, dalam hal melakukan Perjanjian Jual 
Beli hak atas tanah terkhususnya Hak Milik Tanah berdasarkan 
kedudukannya terbagi menjadi tanah yang bersertipikat dan tanah yang 
belum bersertipikat. Tanah yang bersertipikat adalah tanah yang memiliki 
hak dan telah terdaftar di kantor pertanahan sedangkan tanah yang belum 
bersertipikat merupakan tanah yang belum memiliki hak tertentu dan 
status tanahnya masih merupakan tanah negara. Dalam pembuatan 
dokumen tanah untuk bisa berlangsungnya penerbitan akta, yang harus 
dipersiapkan ialah sertifikat tanah apabila belum adanya sertifikat maka 
penggantinya adalah bukti lain yang dikuatkan oleh Surat Keterangan 
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Lurah dan Camat setempat mengenai kebenaran kepemilikan atas tanah.
1
  
Dalam hal ini perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah yang dilakukan ialah 
Perjanjian Jual Beli hak atas Tanah Milik yang telah terbit sertipikat hak 
miliknya pada satu bidang tanah 
c. Mengenai Petitum gugatan Para Penggugat angka 9 dan 10 untuk 
menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus 
dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada asasnya yang 
dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti 
keadaan semula jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak Penggugat 
yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang 
telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia 
akan derita pada waktu yang akan datang 
d. Pengggugat berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan apabila mereka 
mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Untuk 
mengembalikan pada keadaan semula yang berimbang, maka terhadap 
Tergugat dikenakan suatu hukuman dari yang ringan sampai yang berat 
yang dituntut oleh Penggugat yang tercantum pada posita poin 5, 18 dan 
19. 
e. Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan 
melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian 
yang bersifat actual (actual loss) dan kerugian yang akan datang. 
Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah 
                                                           
1 Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah 
Pemda Teori dan Praktik Pendaftaran Tanah di Indonesia, cetakan I, Mandar Maju, Bandung 2004, 
hal 224 
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dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. 
Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat 
adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang 
bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat 
diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan 
melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan 
tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan 
atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini 
haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan 
dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata 
f. Dengan mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, secara 
limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal 
terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam 
berbagai kasus yang terjadi di pengadilan, para hakim umumnya secara 
ex-officio menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak penggugat 
tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan kepada tergugat.  
g. Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan 
hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian 
kerugian materiil dan immaterial sebagaimana petitum angka 9 dan angka 
10. Umumnya, dalam praktik penggantian kerugian dihitung dengan uang 
, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian 
benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami 
kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum 
pelaku, akan tetapi pada hal ini para hakim pengadilan negeri tidak 
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mengabulkan posita penggugat dikarenakan para penggugat tidak dapat 
membuktikan didepan persidangan adanya hubungan sewa menyewa 
antara para pihak. 
h. Pada kasus diatas secara umum memberikan gambaran mengenai batasan 
ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat 
perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi 
terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum 
dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan 
hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum 
akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terehadap korban yang 
mengalami 
i. Pada perkara ini telah ditemukan adanya unsur dan atau cela untuk 
melakukan pengakuan terhadap tanah atau hak memiliki tanah maka untuk 
mencegah terjadinya kepemilikan ganda tersebut harus dengan 
memperhatikan proses pendaftaran dengan melihat kelengkapan bukti asal 
usul atau riwayat tanah dalam pengurusan surat kepemilikan hak atas 
tanah maupun bangunan untuk rumah tinggal atau tempat usaha, 
diperlukan bukti-bukti tentang riwayat atau asal usul tanah dan rumah 
yang dimintakan bukti surat kepemilikannya tersebut. Asal usul atau 
riwayat tanah dapat berupa hak turun temurun karena waris, atau bukti 
peralihan hak karena sebab hibah, jual beli, sewa tanah atau pemberian 
hak dari Negara. 
j. Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan hukum atau kaidah hukum yaitu 
peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa 
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untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Hukum tersebut haruslah 
berupa hukum yang jelas demi memberi kepastian hukum untuk pemilik-
pemilih sah dari tanah-tanah tertentu. Dengan begitu merupakan salah satu 
cara untuk meminimalisasi konflik-konflik dari masyarakat maupun dari 
pemerintah yang dilatar belakangi oleh sengketa tanah
2
. 
k. Dikarenakan UUPA menganut sistem negatif, sehingga keterangan yang 
tercantum didalam surat bukti hak mempunyai kekuatan hukum dan harus 
diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang 
tidak ada alat pembuktian lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Jika 
terjadi hal demikian maka pengadilan akan memutuskan alat pembuktian 
mana yang benar. Pendaftaran tanah tidak menyebabkan mereka yang 
tidak berhak menjadi berhak atas suatu bidang tanah hanya karena 
namanya keliru dicatat sebagai yang berhak. Mereka yang berhak dapat 
menuntut diadakannya pembetulan dan jika tanah yang bersangkutan 
sudah berada didalam penguasaan pihak ketiga, ia berhak menuntut 
penyerahan kembali kepadanya.
3
 
l. Pendaftaran tanah memiliki arti penting dalam memberikan jaminan 
kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia seperti yang ditegaskan 
dalam Pasal 19 UUPA bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah 
yang bersifat recht cadastre
4
 diseluruh wilayah Republik Indonesia. 
Perbuatan hukum pendaftaran tanah menyangkut dengan hak keperdataan 
                                                           
2 Adrian Sutedi, 2009, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Penerbit 
Sinar Grafika, hlm 23 
3 Hasan Kusumah, Hukum Agraria I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1995, hlm. 77 
4 Recht Cadaster adalah pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian 
hukum terhadap hak-hak atas tanah, sedangkan bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat 
didaftarkan dengan tujuan menetapkan siapa yang berkewajiban membayar pajak atas tanah 
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seseorang. Hak keperdataan merupakan hak asasi seorang manusia yang 
harus kita junjung tinggi dan hormati oleh sesama manusia lainnya yang 
bertujuan untuk adanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat. 
m. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam menyikapi setiap permasalahan 
pertanahan kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu tanah tersebut 
termasuk hak atas tanah apa, serta siapa subyeknya. Proses identifikasi itu 
penting, karena memberikan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pada 
masing-masing Hak Atas Tanah. Hal ini tentunya berguna untuk dalam 
penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri.
5
 Penegak hukum bebas 
dalam memutuskan segala putusan untuk menyelenggarakan keadilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa ada intervensi atau campur 
tangan dari pihak lain. Sehingga bersifat tidak memihak dalam 
menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan. Kebebasan 
penegak hukum merupakan kewenangan penting yang melekat pada 
individu penegak hukum dimana penegak hukum berfungsi sebagai 
penerapan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa yang konkrit tidak 
sekedar substantif, penegak hukum juga memberikan penafsiran yang 
tepat tentang hukum, dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang 
konkrit sehingga penegak hukum dapat bebas memberikan penilaian-
penilaian dan penafsiran hokum 
 
 
 
                                                           
5 Maria SW Sumardjono, 2009,Mediasi Sengketa Tanah, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 
hlm.45 
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B. Putusan Pengadilan Tinggi No. 365/PDT/2017/PT. MKS  
1. Pertimbangan hukum Pengadilan tinggi 
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, 
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang 
ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara 
formal dapat diterima; 
Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori 
banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut  
Keberatan Pertama. 
Bahwa Judeks Factie Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa perkara 
tidak berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan terutama fakta 
hasil pemeriksaan setempat sehingga keliruh dalam memberikan pertimbangan 
mengenal batas-batas obyek sengketa, seharusnya MajeIis Hakim harus jelih melihat 
adanya perbedaan antara fakta-fakta dan bukti-bukti dengan gugatan Para 
penggugat/Para Terbanding. Dalam Perkara ini ada beberapa fakta yang ada yakni : 
- Fakta mengenal obyek perkara terletak di jalan Aroepala 
- Fakta yang diketahui umum/Publik bahwa lokasi Jalan Aroepala 
berbeda dengan lokasi Jalan Hertasning 
- Fakta dalam pemeriksaan setempat sebelah Utara obyek perkara 
adalah Jalan Aroepala, bukan jalan Hertasning. 
- Fakta bahwa wilayah Hertasning jauh dari obyek sengketa. 
Dari fakta yang disebutkan dialas maka Kekeliruan Majelis Hakim dalam 
putusannya dapat dilihat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 31 alinea 
Pertama, yang menyatakan : 
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Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mempelajari gugatan penggugat 
dan jawaban Kuasa Tergugat serta replik dan Duplik, adanya surat-surat bukti dan 
keterangan saksi-saksi dari kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan hasil 
pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para penggugat dengan 
Tergugat adalah menyangkut masalah sebidang tanah pekarangan yang terletak di 
Jalan Aroepala RT.OO4. Rw 005 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar,seluas 3x5 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : 
 Sebelah Utara   : berbatasan dengan jalan raya hertasning; 
 Sebelah timur   : berbatasan dengan tanah (bengkel) Milik 
Hasanuddin;  
 Sebelah selatan  : berbatasan dengan tanah milik tergugat; 
 Sebelah barat  : berbatasan dengan tanah milik para pengugat; 
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 
Pembanding/Tergugat melihat adanya perbedaan yang sangat mendasar antara fakta 
dalam pemeriksaan setempat dengan batas-batas yang yang disebutkan dalam 
pertimbangan tersebut. Hal ini sangat jelas Majelis Hakim dalam putusannya telah 
menyebutkan tanah obyek sengketa berada Jalan Aroepala RT. 004.Rw 005 
Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Ini sesuai dengan 
fakta-fakta yang sebenarnya namun kemudian dalam batas-batas obyek sengketa 
tidak menyebutkan batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Aroepala padahal 
faktanya sebelah utara adalah Jalan Aroepala .sebaliknya justru menyebutkan batas 
obyek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hertasning. padahal 
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dalam kenyataannya Jalan Aroepala berbeda dengan Jalan Raya Hertasning, dalam 
fakta pula bahwa jalan Hertasning Jauh dari obyek sengketa. 
Kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa gugatan Terbanding mengenal 
obyek sengketa juga didukung dengan bukti-bukti yang ada. Dalam bukti Penggugat 
(P-1) berupa fotocopy Sertifikat hak milik Nomor22444/Surat ukur Nomor 
02698/2012, dalam bukti tersebut jelas menyebutkan Jalan Aroepala. untuk itu 
seharusnya yang menjadi batas sebelah Utara bukan Jalan Hertasning tanah obyek 
sengketa berada dimenjadi batas sebelah Utara bukan Jalan Hertasning sebagaimana 
dalam gugatan Para Penggugat / Para Terbanding akan tetapi sebelah utara berbatasan 
dengan jalan Aroepala hal ini bersesuaian dengan kesaksian H. ANDI BAKTIAR 
yang menyatakan batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan jalan 
Aroepala. 
Dan lebih keliru lagi pada halaman 27 alinea pertama putusan Majelis 
Hakim menyatakan : 
“Menimbang bahwa pada hari Kamis, Tanggal 12 Mei 2016 terhadap 
obyeksengketa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi 
obyek sengketa yang terletak di Jalan Hertasning Baru Makassar yang dihadiri oleh 
Pihak-pihak (para Penggugat, Kuasa Para Penggugat, Tergugat dan kuasa Tergugat); 
Dari pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 27 ini bertentangan 
dengan pertimbangannya pada halaman 31 sebagaimana Yang disebutkan diatas 
sehingga membuat kabur mengenal obyek sengketa karena berdasarkan fakta dan 
bukti menyatakan obyek sengketa berada di Jalan Aroepala. 
Oleh karena itu jika fakta-fakta dan bukti-bukti bersesuaian yang 
menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa berada di Jalan Aroepala maka tentunya 
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yang menjadi batas sebelah utara obyek sengketa adalah jalan Aroepala. untuk itu 
gugatan penggugat salah dalam menyebutkan batas-batas sehingga gugatan menjadi 
kabur 
Keberatan Kedua. 
Bahwa Judeks Factie Pengadilan Negeri Makassar tidak memperhatikan 
bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan sehingga salah dalam menerapkan 
hukum; 
Bahwa pertimbangan Judeks Factie dalam putusannya pada halaman 33 
alinea terakhir dan 34 alinea ke-l, ke-II dan ke-III yang menyatakan : 
"menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya dalam pokok perkara 
angka 7 pada pokoknya mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah bukan milik 
Tergugat melainkan milik pemerintah dalam hal ini milik Kementrian Pekerjaan 
Umum Bidang Prasarana Wilayah " 
Menimbang, bahwa menurut hukum, pengakuan adalah bukti sempurna: 
Menimbang, bahwa dari pengakuan tersebut dihubungkan dengan alat bukti 
surat yang diajukan oleh Tergugat yang ditandai dengan T-1, T-II, T-//I, T-IV, T-V 
dan T-VI, setelah dipelajari dan ditelitih oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ada satu 
suratpun yang diajukan oleh Tergugat tersebut yang membuktikan bahwa tanah objek 
sengketa adalah milik dari Kementrian Pekerjaan Umum Bidang Prasarana Wilayah 
(Pemerintah) maka dengan demikian maka bukti surat yang ditandai dengan T-1, T-II 
T-III, T-IV, T-V dan T-VI, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan “ 
Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bukti yang diajukan 
Pembanding/Tergugat dikesampingkan Adalah merupakan pertimbangan yang keliru 
karena jika diperhatikan secara seksama isi bukti Pembading/Tergugat berupa Foto 
60 
 
copy Akta Jual beli Nomor149/RPC/IVl2001 sesuai aslinya yang ditandai dengan (T-
V) dan Foto copy Akta Jual be Nomor 150/RPC/IVl2001 sesuai aslinya yang ditandai 
dengan (T-VI), masing-masing pada halaman 3 bukti ini dijelaskan bahwa batas 
sebelah utara adalah Rencana Jalan maka sangat wajar dan berdasar jika 
Pembanding/Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Pemerintah 
dalam hal ini Kementrian PekerjaanUmum Bidang Prasarana Wilayah. Hal ini pula 
bersesuaian dengan kesaksian saksi Penggugat (Saksi HASANUDDIN, Saksi H. 
FAHRUDDINDG MAKKA, Saksi HAMIDO DG SIJA ) dan Saksi Tergugat H. 
ANDIBAKTIAR berdasarkan kesaksian mereka bahwa obyek sengketa telah 
dibebaskan oleh Perumnas dan Pemerintah Daerah untuk perluasan jalan dan 
kesaksian tersebut oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti pertimbangan Majelis 
Hakim Yang menyatakan bahwa tak satupun surat dan yang dapat membuktikan 
bahwa obyek sengketa adalah milik 
Pemerintah terbantahkan oleh bukti T-V, Bukti T-Vl dan Saksi para 
Penggugat/Para Terbanding (HASANUDDIN, H. FAHRUDDIN DG MAKKA, 
HAMIDO DG SIJA) dan saksi Tergugat H. ANDI BAKTlAR. 
Keberatan Ketiga. 
Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam menilai bukti-bukti dalam 
perkara ini sehingga keliru dalam mengambil pertimbangan hukumnya. 
Bahwa mencermati bukti Pembading/Tergugat berupa Foto copy Akta Jual 
beli Nomor 149/RPC/IVl2001 sesuai aslinya yang ditandai dengan (T-V) dan Foto 
copy Akta Jual beli Nomor 150/RPC/IV/2001 sesuai aslinya yang ditandai dengan 
(T-VI) di buat pada tahun 2001 yang menunjuk sebelah utara adalah Rencana jalan 
maka tentunya yang harus dipersoalkan pula dalam perkara ini adalah Pihak Penjual 
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(USMAN DG LARANG) karena telah menunjukkan jalan sebelah utara berbatasan 
dengan Rencana Jalan, tidak menunjuk batas sebelah utara adalah tanah milik SANIA 
DG NURUNG (obyek sengketa yang dibeli Para Penggugat/para Terbanding dari 
Sania Dg Nurung) sehingga tergugat/Pembanding tetap pada pendirian bahwa obyek 
sengketa bukan milik Para Penggugat / Para Terbanding. 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut pembanding/tergugat mohon kiranya 
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan mengabulkan keberatan 
keberatan pembanding/tergugat dengan memutus sebagai berikut : 
1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
17/Pdt.G/2016/PN.Mks 
2.  Menerima permohonan banding Tergugat/pembanding; 
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat 
diterima. Atau setidak-tidaknya Menolak gugatan Para Penggugat/Para 
Terbanding untuk Seluruhnya, 
4. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat membayar biaya perkara 
dalam tingkat banding; 
Dan atau jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini 
berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo 
Et Bono). 
------Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat 
IImengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Menguraikan sebagai 
berikut 
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Bantahan pertama 
Bahwa alasan keberatan pertama Tergugat/pembanding yang pada 
pokoknya menyebutkan bahwa Judeks Factie Pengadilan Negeri Makassar dalam 
memeriksa perkara tidak berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti dalam 
persidangan terutama ~fakta hasil pemeriksaan setempat sehingga keliru dalam 
memberikan pertimbangan mengenal batas-batas obyek sengketa adalah dalil yang 
tidak dan tidak mempunyai dasar hukum, Oleh karena dalil Tergugat /Pembanding 
tersebut, semata-mata lahir dari perasaan Tergugat /Pembanding, tanpa didukung 
fakta persidangan yang sesungguhnya, dalam hal ini gugatan Para Penggugat, 
jawaban Tergugat, replik dan duplik, bukti surat dan keterangan saksi-saksi para 
pihak serta pemeriksaan setempat (PS); 
Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada gugatan para 
Penggugat,  jawaban Tergugat, replik dan duplik, bukti surat dan keterangan saksi-
saksi para pihak serta pemeriksaan setempat (PS), terungkap fakta bahwa obyek 
sengketa antara Para Penggugat denganTergugat adalah sebidang tanah yang terletak 
di Jalan Aroepala RT.004, RW.005 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, 
Kota Makassar seluas 3 x 5 M2 dengan batas-batas: 
Sebelah Utara  : berbatasan dengan Jalan Raya Hertasning; 
Sebelah Timur  : berbatasan dengan tanah (bengkel) milik Hasanuddin 
Sebelah Selatan            : berbatasan dengan tanah milik Tergugat 
Sebelah Barat  : berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat 
Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut sesuai dengan hasil 
pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh judex facti Majelis Hakim, dihadiri 
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oleh Para Penggugat dan Tergugat, Di mana Para Penggugat maupun Tergugat 
membenarkan tanah obyek sengketa dengan batas-batasnya tersebut di atas; 
Bahwa oleh karena Para Penggugat maupun Tergugat membenarkan tanah 
obyek sengketa dengan batas-batasnya tersebut diatas pada pelaksanaan pemeriksaan 
setempat (PS) yang dilakukan oleh judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar, maka tidak ada lagi perbedaan pendapat oleh para pihak mengenal batas-
batas tanah obyek sengketa tersebut; 
Bahwa oleh karena tidak ada lagi perbedaan pendapat oleh para pihak 
mengenal batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, maka alasan keberatan pertama 
Tergugat/Pembanding tersebut, haruslah dinyatakan ditolak, 
Bantahan kedua 
Bahwa keberatan kedua Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya 
mempermasalahkan mengenal pengakuan Tergugat bahwa tanah obyek sengketa 
adalah bukan milik Tergugat melainkan milik pemerintah; Dimana judex facti 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan bahwa menurut 
hukum, pengakuan adalah bukti sempurna; 
Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Para Penggugat dalam dalil 
gugatannya mengakui bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 
adalah miliknya, sedangkan Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui bahwa tanah 
obyek sengketa yang dikuasainya adalah bukan miliknya, Maka berdasarkan 
ketentuan Hukum Acara Perdata, kepada para Penggugat tersebut haruslah dibebani 
untuk membuktikan dalil gugatannya; 
Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Yang telah dicocokkan 
dengan aslinya) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 22444 Tahun 201 3, Surat Ukur 
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(SU) Nomor: 02698/Kassi-Kassi/2012 atas nama Hj.St.Hadrah seluas133 M2 dan 
bukti P-2 s/d bukti P-10 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi,yaitu 1 . Hasanuddin 
Dg. Beta, 2. H.Fahruddin Ds. Makka dan 3. Hamido Dg.Sija, Dimana keseluruhan 
bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. dalam hal ini tanah obyek 
sengketa adalah milik para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat; 
Bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya 
bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah miliknya, sedangkan 
Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui bahwa tanah obyek sengketa yang 
dikuasainya adalah bukan miliknya, maka pertimbangan judex facti Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dan 
menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, sebagai 
pertimbangan yang sangat tepat: 
Bahwa oleh karena pertimbangan judex facti Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan tanah 
obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, sebagai pertimbangan yang sangat 
tepat, Maka alasan keberatan keduaTergugat/Pembanding tersebut, haruslah 
dinyatakan ditolak; 
Bantahan ketiga : 
Bahwa keberatan ketiga Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya 
menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa bukat milik Para Penggugat/Para 
Terbanding adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum; 
Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Para Penggugat dalam dalil 
gugatannya mengakui bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 
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adalah miliknya, sedangkan Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui bahwa tanah 
obyek sengketa yang dikuasainya adalah bukan miliknya, 
Bahwa berdasarkan fakta persidangan. baik bukti surat, maupun keterangan 
Terbanding, saksi-saksi, Para Penggugat/para dapat membuktikan dalil gugatannya 
bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat/Para Terbanding, 
Sebaliknya Tergugat dalam mengakui bahwa tanah obyek sengketa memang bukan 
miliknya menurut hukum pengakuan adalah bukti sempurna; Sehingga dengan 
demikian, bukti-bukti Yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dinyatakan 
dikesampingkan; 
Bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya 
bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah miliknya, sedangkan 
Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui bahwa tanah obyek sengketa yang 
dikuasainya adalah bukan miliknya. Maka pertimbangan judex facti Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik 
Para Penggugat, sebagai pertimbangan yang sangat tepat; 
Bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding dapat membuktikan 
bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya, maka alasan keberatan ketiga 
Tergugat/pembanding yang pada pokoknya menyebutkan tanah obyek sengketa 
tersebut bukan milik Para Penggugat/ParaTerbanding, haruslah dinyatakan ditolak, 
Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Judex Factie 
tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, adalah pertimbangan yang 
sangat tepat; 
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Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat/ParaTerbanding, 
memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia agar sudi 
kiranya memeriksa dan mengutus perkara ini dengan : 
1. Menolak permohonan banding Tergugat/pembanding; 
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Mks, 
tanggal 19 Januari 2017. 
3. Menghukum Tergugat/Pembandmg untuk membayar seluruh biaya timbul dalam 
perkara ini; 
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan 
meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi 
putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.Mks, Tanggal 19 
Januari 2017, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan 
kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang ternyata alasan 
keberatan dalam memori banding tersebut adalah merupakan penegasan kembali dari 
uraian jawaban maupun pokok perkaranya serta keberatan tersebut substansinya tidak 
ada hal-hal yang baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan, maka Pengadilan 
Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh 
karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya telah memuat dan 
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi 
dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya semua hal 
yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam 
putusan tingkat banding------ 
Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-
pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan 
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dasar didalami pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pdt.G/2016/PN. Mks Tanggal 19 Januari 
2017 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya 
harus dikuatkan;------------ 
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat berada 
di pihak yang kalah maka kepadanya haruslah dihukum untuk Membayar biaya 
perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah 
sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;--- 
---------Mengingat Pasal 147 RBg, Pasal 162 RBg, Pasar 192 ayat(1) RBg 
dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini 
HAMZAH DG LALLO, umur 63Tahun, pekerjaan pensiunan PNS, 
beralamat di Jalan Aroepala Nomor 3 Hertasning Baru kota Makassar, untuk 
selanjutnya disebut sebag PEMBANDING semula TERGUGAT; 
M E L A W A N 
1. Hj. ST. HADRAH, umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat 
tinggal di JI. Barawaja I Nomor 2, Kel. Pampang, Kec. Panakukang kota Makassar. 
2. H. RACHMAT, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan 
PNS. Alamat Barawaja I Nomor 2, Kel. Pampang, Kec. Panakukang kotsMakassar. 
Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya 1. SYAMSUL BACHRI, 
SH dan 2. RATIH PUTRI, SH advokat & Konsultan Hukum pada kantor Law Firm 
"Gelora Keadilan Syamsul Bachri & Partners" beralamat di Jalan Dg. Ranjang 
perumahan Gelora Baddoka indah, Blok B 1 Nomor 90 Kel. Pal Kec. Biringkanaya 
Kota 
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Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Januari 2016, dan 
telah terdaftar di Kepaniteraan. Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 11 Januari 
2016 dengan Nomor19 /PDT/2016/KB (terlampir), selanjutnya disebut sebagai 
PARA TERBANDING semula PENGGUGAT I, PENGGUGAT II 
---Pengadilan Tinggi tersebut------------- 
---Telah membaca------------------- 
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 26 Oktober 
2017 Nomor: 365/PDT/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis 
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor: 365/PDT/ 
2017/PT.MKS dalam tingkat banding;-------------- 
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 26 Oktober 
2017 Nomor; 365/PDT/2017/PT.MKS tentang penunjukan Panitera 
Pengganti untuk mendampingi dan membantu MajelisHakim 
memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 365/PDT/2017/ PT.MKS. di 
tingkat banding;---- 
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara 
ini;-- 
2. Amar Putusan 
Mengadili : 
- Menerima permohonan banding Pembanding semula tergugat;---- 
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 
17/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal 19 Januari 2017;---------------- 
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- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar  segala biaya 
yang timbul dalam semua tingkat peradilan, untuk tingkat banding 
sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-------- 
3. Komentar Penulis 
a. Penguasaan tanah dilakukan oleh Penggugat tanpa alas hak yang sah 
dan dokumen kepemilikan tanah yang tidak lengkap. Maka dalam 
posisi yang demikian, para hakim telah berada pada suatu keadaan 
yang tepat. Karena keadaan ini telah melemahkan posisi pihak 
Pembanding semula Tergugat dalam menguasai tanah yang tidak 
memiliki bukti lengkap dan cukup atas tanah yang dikuasainya. 
b. Dalam hukum Perbuatan Melawan Hukum, Wirjono Prodjodikoro 
menyatakan, jika dilihat bunyi Pasal 57 ayat (7) Reglement burgerlijk 
Rechrvordering (Hukum Acara Perdata berlaku  pada waktu dulu bagi 
Raad van Justitie) yang juga memakai istilah Kosten schaden en 
interesen untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar 
hukum, sehingga dapat dianggap sebagai pembuat Burgerlijk Wetboek 
sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan 
perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak 
dilaksanakannya suatu perjanjian. 
6
Sehingga dalam kaitannya dengan 
perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan 
sebagai pedoman 
c. Perbuatan pembanding semula tergugat telah memenuhi salah satu 
contoh perbuatan melawan hukum adalah menghuni tanah dan 
                                                           
6 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 
267 
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bangunan secara tidak sah tanpa seijin pemilik yang menimbulkan 
sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan yang bersifat 
klasik dan selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, 
konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara 
terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang 
berkaitan dengan tanah. Perkembangan konflik/sengketa tanah, baik 
secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, 
sedang faktor utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang 
tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah (manusia) 
untuk memenuhi kebutuhannya yang selalu bertambah terus.
7
 itulah 
pentingnya sertifikat dalam kepemilikan tanah, tentang putusan 
pengadilan serta pelaksanaannya yang berkeadilan, dan juga perlunya 
kerja sama antara pengadilan dan lembaga negara yang menangani 
masalah pertanahan. 
d. Seharusnya Hakim harus jeli dan konsisten dalam memeriksa perkara 
berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan 
terutama fakta hasil pemeriksaan setempat sehingga keliru dalam 
memberikan pertimbangan mengenai batas-batas obyek sengketa 
sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan undangan yang ada 
yaitu Pasal 163 Hir dan Pasal 1865 Kuh Perdata. 
e. Mengenai dasar hukum tuntutan kerugian secara materil Para 
Penggugat Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi 
Makassar menggunakan tolak ukur bahwa Para Penggugat tidak dapat 
                                                           
7 Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta: 
Tugujogja Pustaka, hal. 1. 
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membuktikan didepan persidangan hubungan sewa menyewa antara 
Para Penggugat dengan Tergugat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik 
sebuah kesimpulan, bahwa:  
1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi 
Makassar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan murni 
perbuatan melawan hukum berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 
sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 
1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang 
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”. 
Pertimbangan para hakim dalam kasus tersebut dikatakan Perbuatan Melawan 
Hukum (PMH) karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat justru 
berbalik dan mengakui tanah tersebut adalah miliknya. 
2. Pernyataan Diktum Putusan diatas yakni mengabulkan gugatan Para 
Penggugat untuk sebagian; menyatakan tanah objek sengketa adalah milik 
Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 22444 Tahun 
2013, Surat Ukur (SU) Nomor: 02698/Kassi-kassi/2012 seluas 133 M2; 
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 
Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah objek 
sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga; 
Menghukum siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk 
mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan mengembalikan kepada 
Para Penggugat tanpa syarat apapun, Telah sesuai dengan dasar hukum 
tuntutan kerugian secara materil oleh Para Penggugat. Hakim Pengadilan 
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Negeri Makassar menggunakan tolak ukur bahwa Tergugat tidak dapat 
membuktikan didepan persidangan hubungan sewa menyewa antara Para 
Penggugat dengan Tergugat. 
B. Saran 
1. Menurut hemat Penulis bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik 
peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 
pada pokoknya ada menggariskan bahwa : “adalah hak dari Penggugat untuk 
menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam 
perkara” ; 
2. Bahwa apabila dikaji dari aspek teoretis maka kiranya pendapat Mahkamah 
Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang 
asas "legitima persona Standi in judicio" maknanya adalah siapapun yang 
merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak 
bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, 
3. Bahwa dalam hubungan ini jika Para Penggugat tidak memandang penting 
diikutsertakannya pihak-pihak lain termaksud dalam upaya mempertahankan 
haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, dimana kenyataan itu tidak 
menjadikan gugatan kurang pihak; 
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